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ABSTRAK

Pengenaan denda terhadap pekerja yang mengundurkan diri pada masa uji coba merupakan persoalan hukum yang
berkaitan dengan perlindungan pekerja dan kepastian hukum. Persoalan tersebut terdapat dalam Perjanjian Kerja
CV Gumukmas Multi Farm yang mencantumkan masa uji coba seclama tiga bulan dan denda sebesar
Rp500.000,00 bagi pekerja yang mengundurkan diri selama masa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengenaan denda pada pekerja yang mengundurkan diri pada masa uji coba berdasarkan hukum
ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja pada CV Gumukmas Multi
Farm dikualifikasikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Berdasarkan Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja. Apabila masa
tersebut dicantumkan, ketentuannya batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung sejak dimulainya hubungan
kerja. Pengaturan mengenai pengenaan denda terhadap pekerja yang mengundurkan diri pada masa uji coba belum
diatur secara tegas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan belum memberikan perlindungan hukum yang
memadai bagi pekerja.

Kata kunci: Denda, Pekerja, PKWT, Masa Uji Coba, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The imposition of fines on workers who resign during a probationary period constitutes a legal issue concerning
worker protection and legal certainty. This issue is found in the Employment Agreement of CV Gumukmas Multi
Farm, which stipulates a three-month probationary period and a fine of IDR 500,000.00 for workers who resign
during such period. This research aims to examine the imposition of fines on workers who resign during a
probationary period based on labor law. This research employs a normative juridical method with a statutory
approach and a conceptual approach. The results of the research show that the employment relationship at CV
Gumukmas Multi Farm is qualified as a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT). Based on Article 12 of
Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing,
Working Time and Rest Time, and Termination of Employment, a PKWT may not require a probationary period.
If such a period is stipulated, the provision is null and void by law, and the employment period remains calculated
from the commencement of the employment relationship. The regulation concerning the imposition of fines on
workers who resign during a probationary period has not been expressly regulated, resulting in a legal vacuum
and inadequate legal protection for workers.

Keyword: Fine, Worker, PKWT, Probationary Period, Legal Protection

PENDAHULUAN

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja yang
memuat hak dan kewajiban para pihak serta harus sesuai dengan ketentuan hukum
ketenagakerjaan. Permasalahan ditemukan dalam Perjanjian Kerja CV Gumukmas Multi Farm
yang mengatur masa uji coba selama tiga bulan dan mengenakan denda sebesar Rp500.000,00
kepada pekerja yang mengundurkan diri selama masa tersebut. Berdasarkan substansi
perjanjian, hubungan kerja tersebut dikualifikasikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT).
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Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan karena Pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menentukan bahwa PKWT tidak dapat
mensyaratkan masa percobaan kerja dan apabila disyaratkan, ketentuan tersebut batal demi
hukum. Selain itu, terdapat perbedaan antara Perjanjian Kerja yang mengenakan denda dengan
Peraturan Perusahaan yang tidak mengatur kewajiban tersebut. Kondisi tersebut menimbulkan
persoalan mengenai dasar hukum pengenaan denda serta perlindungan hukum bagi pekerja.
Terlebih, ketentuan mengenai pengenaan denda terhadap pekerja PKWT yang mengundurkan
diri pada masa uji coba belum diatur secara tegas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.
Permasalahan

Bagaimana tinjauan pengenaan denda pada pekerja PKWT yang mengundurkan diri
pada masa uji coba berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengenaan denda pada pekerja PKWT yang mengundurkan diri pada
masa uji coba berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja.

Manfaat Penelitian

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait
pengenaan denda terhadap pekerja PKWT yang mengundurkan diri pada masa uji coba
berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan
Kerja, serta memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pekerja.

Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,

sehingga metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

KAJIAN PUSTAKA
Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang memuat hak
dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. Perjanjian kerja menjadi dasar bagi para
pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan harus memenuhi syarat sah perjanjian serta
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun para pihak
memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut dalam hubungan
kerja tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan hukum ketenagakerjaan yang bersifat
memaksa (dwingend recht). Pembatasan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan
terhadap hak-hak normatif pekerja.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja yang hubungan
kerjanya didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dalam
pelaksanaannya, PKWT memiliki ketentuan khusus yang membedakannya dengan Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), termasuk mengenai masa percobaan Kkerja.
Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alith Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan
Kerja, PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila masa
percobaan tetap dicantumkan dalam PKWT, ketentuan tersebut batal demi hukum dan masa
kerja pekerja tetap dihitung sejak dimulainya hubungan kerja.
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Masa Uji Coba

Masa uji coba atau masa percobaan kerja merupakan periode yang digunakan
pengusaha untuk menilai kemampuan, keterampilan, kedisiplinan, dan kecakapan pekerja
sebelum hubungan kerja dilanjutkan secara tetap. Masa percobaan pada dasarnya hanya dapat
diberlakukan dalam hubungan kerja berdasarkan PKWTT dengan jangka waktu paling lama
tiga bulan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga
memberikan perlindungan terhadap pekerja selama masa percobaan, termasuk ketentuan
mengenai pembayaran upah. Dengan demikian, pemberlakuan masa uji coba harus disesuaikan
dengan jenis hubungan kerja dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengenaan Denda terhadap Pekerja

Pengenaan denda terhadap pekerja merupakan kewajiban pembayaran yang
dibebankan kepada pekerja berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam hubungan kerja.
Dalam penelitian ini, Perjanjian Kerja CV Gumukmas Multi Farm memuat ketentuan
mengenai denda sebesar Rp500.000,00 bagi pekerja yang mengundurkan diri selama masa uji
coba dengan alasan untuk mengganti biaya pelatihan yang telah diberikan perusahaan. Klausul
tersebut perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan karena keberadaan suatu
klausul dalam perjanjian kerja tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga
harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
Pengenaan Denda Pada Pekerja Yang Mengundurkan Diri Pada Masa Uji Coba
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan kerja pada CV Gumukmas Multi Farm
dikualifikasikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian tersebut
mencantumkan masa uji coba selama tiga bulan dan ketentuan denda sebesar Rp500.000,00
bagi pekerja yang mengundurkan diri selama masa uji coba. Ketentuan tersebut menimbulkan
persoalan hukum karena Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja melarang pencantuman masa percobaan dalam PKWT dan menyatakan
ketentuan tersebut batal demi hukum.

Perbedaan pengaturan terdapat antara Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan CV
Gumukmas Multi Farm. Perjanjian Kerja menetapkan denda bagi pekerja yang
mengundurkan diri pada masa uji coba, sedangkan Peraturan Perusahaan tidak mengatur
kewajiban pembayaran denda tersebut. Pengenaan denda tidak dapat hanya didasarkan pada
kesepakatan para pihak karena isi perjanjian kerja harus sesuai dengan ketentuan hukum
ketenagakerjaan. Pencantuman masa uji coba dalam PKWT beserta denda yang mengikutinya
menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum pengenaan denda terhadap pekerja.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah
mengatur larangan masa percobaan dalam PKWT, tetapi belum mengatur secara tegas
mengenai pengenaan denda terhadap pekerja yang mengundurkan diri pada masa tersebut.
Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan menyebabkan perlindungan hukum
bagi pekerja terhadap pengenaan denda belum diatur secara memadai.

PENUTUP
Kesimpulan

Tinjauan pengenaan denda pada pekerja yang mengundurkan diri pada masa uji coba
berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai
masa percobaan kerja meliputi pemberlakuan masa percobaan bagi pekerja dalam PKWTT,
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sedangkan dalam penelitian ini hubungan kerja pada CV Gumukmas Multi Farm
dikualifikasikan sebagai PK WT. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
serta Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan kerja.
Ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas mengenai pengenaan denda terhadap pekerja
yang mengundurkan diri pada masa uji coba, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.
Akibatnya pekerja CV Gumukmas Multi Farm belum mendapatkan perlindungan hukum
mengingat tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur maupun membatasi
pengenaan denda.
Saran

Hendaknya pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan
mengenai masa percobaan kerja melalui perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau
pembentukan peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur akibat hukum pengunduran
diri pekerja pada masa uji coba, termasuk memberikan kejelasan mengenai diperbolehkan atau
tidaknya pengenaan denda beserta batasan dan persyaratannya. Pengaturan tersebut diperlukan
untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum serta mewujudkan kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi pekerja maupun pengusaha.
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